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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

1. Pelaksanaan Akad Murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT 

Istiqomah Karangrejo Tulungagung. 

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berdasarkan 

akad jual beli, dimana pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli kemudian pihak BMT dan pihak nasabah menyepakati pokok dan 

marginnya diawal. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya 

kepada nasabah atau pihak yang membeli dengan memberikan kelebihan atas 

harga beli dengan harga jual. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli 

dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.76  

BMT Istiqomah Karangrejo merupakan salah satu lembaga keuangan 

non bank yang menggunakan prinsip syariah dengan menjalankan akad 

murabahah. Pembiayaan murabahah melayani kebutuhan anggota 

pembiayaan murabahah berupa kebutuhan konsumtif dan produktif. Sehingga 

selain dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anggota pembiayaan 

murabahah, pembiayaan murabahah juga dapat memenuhi kebutuhan untuk 

keperluan modal usaha. Akad murabahah pada pembiayaan modal usaha di 

BMT Istiqomah ini dimulai dari keinginan untuk membantu anggotanya 

                                                           
76 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,..., hlm. 88 
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dalam memenuhi kebutuhan usaha bagi kelancaran usaha yang bersifat 

produktif untuk modal usaha. 

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah di 

BMT Istiqomah adalah: 

a. Calon nasabah datang ke BMT Istiqomah Karangrejo. 

b. Karyawan BMT menanyakan keperluan nasabah. 

c. Karyawan BMT memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk 

pengajuan pembiayaan, yaitu yang terdiri atas : 

1. Fotocopy KTP suami istri 2 lembar 

2. Fotocopy KK 2 lembar 

3. Barang bukti jaminan : 

a. Jaminan BPKB asli disertakan fotocopy BPKB, fotocopy 

STNK,  

b. Sertifikat (fotocopy sertifikat 1 bendel rangkap 2). 

d. Pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan untuk 

diisi nasabah dan menyerahkan persyaratan kepada BMT. 

e. Pihak BMT mengecek persyaratan berkas yang masuk diperiksa 

kelengkapan dan dilakukan pencatatan berkas masuk, jika ada 

kekurangan, nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut. 

f. Berkas dianalisis oleh pihak BMT (pihak yang berwenang 

menurut besarnya pinjaman pembiayaan). 

g. Tahap selanjutnya adalah survey. 
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Setelah BMT melakukan survey, dalam pembiayaan bisa terjadi 

hal-hal seperti berikut: 

1. Berkas ditolak/ tidak disetujui 

2. ACC/ Berkas disetujui/diterima. 

Setelah permohonan pembiayaan usaha disetujui dan disepakati, maka 

proses selanjutnya adalah penandatanganan akad atau perjanjian yang 

disepakati oleh pihak BMT dan pemohon pembiayaan usaha. 

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny 

yang mengatakan bahwa prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana 

berupa Akad Pembiayaan Murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan 

ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum 

Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan yakni negosiasi 

Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, 

kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang 

diperlukan yang meliputi: dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen 

pendukung usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam 

Standar Operasional Prosedur (SOP). 

BMT Istiqomah Karangrejo dalam melaksanakan pembiayaan 

murabahah untuk modal kerja, pada prakteknya perjanjian murabahah 

disepakati terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek 

murabahah belum ada, namun dalam perjanjian murabahah tersebut telah ada 

spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek murabahah untuk 

modal kerja tersebut. Pada Perjanjian murabahah untuk modal kerja pihak 
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BMT menjadikan nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang atau 

objek murabahah, dimana barang tersebut merupakan barang yang akan 

dijadikan modal kerja atau usaha oleh nasabah. 

Penerapan akad murabahah pada BMT Istiqomah tidak menggunakan 

murabahah murni, melainkan dapat menggunakan perpaduan dengan akad 

lain misalnya wakalah. Karena pada kenyataannya pihak BMT mempunyai 

kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Maka 

dari itu pihak BMT mempunyai cara untuk memberikan uang kepada nasabah 

agar nasabah tersebut bisa membeli barang sesuai yang diinginkan dan pada 

intinya pihak BMT mempercayakan seutuhnya kepada nasabah untuk 

membeli barang tersebut dengan ketentuan laba sesuai dengan kesepakatan 

antara pemilik modal dengan nasabah. Segala bentuk perjanjian yang 

dilakukan oleh pihak BMT maupun nasabah masih mengikuti ketentuan 

syariah meskipun tidak semua dijalankan secara keseluruhan.  

Konsep wakalah yang diterapkan dalam sistem murabahah di BMT 

Istiqomah Karangrejo adalah untuk memudahkan nasabah agar dapat 

membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki nasabah 

dengan mendapatkan tambahan modal yang dialokasikan dari BMT kepada 

nasabah lewat transfer atau secara langsung kepada nasabah. Dengan begitu 

nasabah dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang dan 

nasabah nantinya akan membeli barang yang dikehendaki oleh nasabah 

sendiri, bukan dari pihak BMT.  
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Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa BMT disini 

berposisi sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena pada waktu 

akad murabahah dilaksanakan barang belum sepenuhnya menjadi milik bank. 

Apabila ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh 

menjual sesuatu yang dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada 

transaksi short sale dalam pasar modal.77 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Maulidizen yang mengatakan dalam 

pelaksanaanya, Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan 

dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.78 

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan seorang 

marketing harus memperhatikan 5 prinsip utama atau yang dikenal dengan 5C 

yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon anggota, yaitu:  

1. Character, adalah penilaian terhadap sifat, kepribadian, dan integritas 

calon anggota pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan dan 

komitmen untuk memenuhi kewajibannya.  

2. Capacity, penilaian secara obyektif tentang kemampuan anggota 

pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan 

catatan prestasi anggota masa lalu dan didukung dengan pengamatan 

dilapangan. 

                                                           
77 Muhammad Syafi‟i Antonio, Islamic Banking (Bank Syariah: dari Teori ke Praktik), (Jakarta: 

Gema Insani Pres, 2001), hlm. 30.  
78 Ahmad Maudidizen dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja 

Murabahah Bi Al Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, jurnal 

ilmiah islam futura vol.16. No. 1, Agustus 2016  
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3. Capital, penilaian terhadap kemampuan modal yang dimilikioleh calon 

anggota yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya. 

4. Collateral, adalah jaminan yang dimiliki calon anggota. Penilaian ini 

bertujuan untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan 

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai 

pengganti dari kewajiban.  

5. Condition, BMT Istiqomah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di 

masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha 

yang dilakukan oleh calon anggota. Hal tersebut karena kondisi eksternal 

berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota 

Mengenai aspek yang dinilai dalam kelayakan pemberian pembiayaan 

BMT Istiqomah lebih utama menilai dari segi karakter yang bisa didapat 

melalui tetangga sekitar. Selain karakter yang bagus juga harus ditunjang 

dengan jaminan, kemampuan bayar, aset kemudian kondisi ekonomi 

nasabah.79 

Di dalam teori juga dikemukakan bahwa dalam analisis realisasi 

pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang 

harus diperhatikan oleh pejabat pembiyaan bank syariah pada saat melakukan 

analisis pembiayaan. Adapun prinsip yang dapat digunakan adalah prinsip 5C 

yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.80 prinsip 5C ini 

                                                           
79 Wawancara dengan bapak Heru selaku AO di BMT Istiqomah Karangrejo 
80 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan..., hlm 79  
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sangat penting sekali karena digunakan sebagai acuan dalam menganalisis 

layak atau tidaknya orang tersebut diberikan pembiayaan.  

Sesuai dengan prosedur pembiayaan murabahah BMT Istiqomah 

Karangrejo juga menggunakan jaminan untuk setiap pembiayaan. Untuk 

menjamin keamanan pembiayaan BMT mensyaratkan anggota untuk 

memberikan jaminan mulai dari pembiayaan yang berjumlah besar maupun 

pembiayaan berjumlah kecil. Jaminan yang sering diterima oleh BMT 

Istiqomah berupa BPKB sepeda motor maupun sertifikat tanah.  

Dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada akad murabahah 

penyampaian mengenai kondisi suatu barang tidak disampaikan secara detail 

dan transparan untuk mengetahui apakah ada kerusakan pada barang yang 

diperjual belikan. Padahal dalam rukun dan syarat murabahah harus ada 

kejelasan mengenai kondisi suatu barang. Kalaupun BMT Istiqomah 

menambahkan akad wakalah apabila pihak BMT memberikan kuasa dan 

meyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang atas nama 

BMT kepada supplier, yang sesuai dengan draft perjanjian khusus tentang 

akad wakalah, dimana pihak nasabah memilihkan untuk BMT mengenai 

barang dan spesifikasi harga dan jangka waktu berlakunya harus sesuai 

kesepakatan bersama. Akan tetapi pada praktek pembiayaan murabahah di 

BMT Istiqomah terlihat perbedaan, terutama dalam hal pengadaan barang. 

Setelah akad dilakukan antara pihak BMT Istiqomah dengan nasabah, maka 

sudah bukan menjadi urusan BMT lagi, karena dana yang telah diberikan 
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kepada nasabah sudah menjadi tanggungan nasabah untuk membeli barang 

guna memperlancarkan usaha nasabahnya. 

Poin penting yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah 

yaitu: 

1. Penetapan harga dan mark-up dalam murabahah 

Pada pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga 

disampaikan secara detail dan transparan, anggota mengetahui harga 

pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak BMT 

Istiqomah Karangrejo sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh 

BMT sesuai kesepakatan bersama. BMT Istiqomah Karangrejo 

menawarkan tiga sistem pembayaran yaitu; Bai’ Bitsman Ajil, 

Murabahah murni dan Murabahah plus. 

Pada sistem BBA, pembayaran dilakukan dengan membayar 

angsuran perbulan, angsuran perbulan diperoleh dari pokok 

pembiayaan di tambah dengan jumlah mark-up kemudian dibagi 

dengan lamanya pembiayaan, mark-up untuk sistem BBA yaitu 1,5%-

2,9%. Selanjutnya pada sistem Murabahah Murni pembayaran 

dilakukan dengan cara membayar secara langsung pada akhir periode 

pebiayaan murabahah, sedangkan jumlah yang dibayarkan yaitu 

jumlah pembiayaan di tambah dengan mark-up 2,5%-2,8%. Dan pada 

sistem Murabahah Plus, pembayaran dilakukan dengan cara 

mengansur mark-up 2,3-2,5% per bulan dan pokok pembiayaan 

dibayarkan pada akhir periode pembiayaan. Setelah nasabah memilih 



98 
 

 

salah satu dari tiga macam pembayaran pembiayaan itu baru pihak 

BMT bisa menentukan atau menetapakan profit margin dari 

pembiayaan. Biasanya dilihat juga dari besar kecilnya pembiayaan 

yang diminta nasabah. 

Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Dayat dijelaskan bahwa begitu keuntungan disepakati dan pembayaran 

dilakukan secara tangguh maka pembagian pokok, keuntungan atau 

margin dan angsuran dilakukan secara merata dan tetap selama jangka 

waktu angsuran.81 

2. Obyek murabahah 

Mengenai obyek murabahah, Ascarya dalam buku akad & 

produk bank syari’ah mengatakan bahwa bank harus melakukan 

pembelian barang kepada supplier terlebih dahulu sebelum akad jual 

beli dengan nasabah dilakukan. 

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 

ketetapan pertama ayat 9 dinyatakan “jika bank hendak mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 

mrabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik 

bank”. Berarti kalimat “secara prinsip” itu dijabarkan dalam 

pembiayaan modal kerja murabahah apabila BMT telah membeli suatu 

barang kepada pihak supplier, maka secara prinsip BMT telah 

membeli suatu barang, meskipun BMT melakukan pembayaran uang 

                                                           
81 Dayat Irawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah di PT.Al Ijarah 

Indonesia Finance Cabang Semarang. (Semarang: UIN Walisongo, 2015)  
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pembelian barang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah 

dengan menggunakan akad wakalah. 

Hal ini sesuai dengan syarat murabahah baik dalam fiqh 

muamalah, hanya saja pada praktiknya berbeda dengan bank syari’ah 

dan berbeda dengan fatwa, bisa jadi ketidaksesuaian tersebut akibat 

faktor sulitnya BMT dalam menyediakan barang karena 

keterbatasannya karyawan, BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan 

tambahan wakalah dimaksudkan untuk membuktikan bahwa nasabah 

telah menerima pembiayaan dari BMT Istiqomah serta nasabah telah 

melakukan transaksi jual beli dengan penjual atau supplier. Akan 

tetapi hanya sebagian kecil nasabah yang menerima langsung dana 

pembiayaan dan itu dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, dalam hal 

ini sebelum pihak BMT Istiqomah memberikan dana kepada nasabah, 

pihak BMT akan mempertimbangkan karakter nasabah yang baik dan 

jujur untuk mengantisipasi terjadinya resiko. 

3. Jaminan dalam murabahah 

Sesuai dengan prosedur pembiayaan murabahah BMT 

Istiqomah juga menggunakan jaminan untuk setiap pembiayaan. Untuk 

menjamin keamanan pembiayaan BMT mensyaratkan anggota untuk 

memberikan jaminan mulai dari pembiayaan yang berjumlah besar 

maupaun pembiayaan berjumlah kecil. Jaminan yang sering diterima 

oleh BMT Istiqomah berupa BPKB sepeda motor maupun sertifikat 

tanah. 
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Dalam hal jaminan juga sudah dijelaskan pada fatwa DSN No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Bahwa “jaminan dalam 

murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.”82 

Dilihat dari praktik yang terjadi di BMT Istiqomah Karangrejo 

Tulungagung, prosedur pembiayaan murabahah bil wakalah tidak 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. Jika 

BMT menggunakan akad wakalah kepada anggota untuk membeli 

barang maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang 

sudah ada dan sah menjadi milik BMT. Karena dengan adanya akad 

wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam 

konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan barang 

dari penjual kepada pembeli.  

Secara konsep syariah, akad murabahah dan akad wakalah 

dilakukan terpisah. Dimana akad murabahah hanya bisa dilaksanakan 

ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT (proses wakalah 

selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan 

dana oleh anggota. Akan tetapi dalam praktik pembiayaan murabahah 

yang terjadi di BMT Istiqomah Karangrejo pelaksanaan akad 

murabahah dan wakalah dilakukan dalam satu waktu, yaitu 

penyampaian akad wakalah secara lisan yang kemudian dilanjutkan 

akad murabahah yang ditandatangani oleh anggota dan BMT. Jika 

didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN MUI, akad pertama yang 

                                                           
82  Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 
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dilakukan adalah akad wakalah, BMT mewakilkan anggota untuk 

pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi 

akad wakalah dan objek murabahah secara prinsip telah menjadi hak 

milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad 

murabahah.  

Dalam Fatwa DSN MUI, dijelaskan pelaksanaan akad 

murabahah bil wakalah didahului dengan akad wakalah sebagai akad 

pertama. Dimana dalam form akad tersebut terdapat perjanjian secara 

tertulis mengenai pemberian kuasa/perwakilan (wakalah) antara pihak 

pertama (BMT) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan 

ketentuan dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya 

sebagai prosedur dari akad wakalah tersebut. Selain itu, dalam akad 

tersebut terdapat format nota pembelian barang dari BMT yang 

digunakan anggota dalam membeli barang dimana nota pembelian 

barang tersebut akan diserahkan anggota kepada BMT sebagai bukti 

pembelian barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan akad murabahah. Akan tetapi yang terjadi di 

BMT Istiqomah Karangrejo, akad wakalah hanya dilakukan dengan 

penyampaian secara lisan.  

Sebagaimana dijelaskan dalam akad wakalah pasal dua 

mengenai objek wakalah, Pihak pertama melimpahkan kekuasaanya 

kepada pihak kedua secara khusus untuk melakukan hal-hal 

sebagaimana berikut : 
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1. Memilihkan untuk pihak pertama barang/barang-barang dengan 

jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama. 

2. Menandatangani dokumen untuk dan atas nama Pihak Pertama atas 

barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekuensi dari 

berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut kepada pihak 

pertama (Muwakkil) 

3. Membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (pemasok). 

Hal tersebut tentunya menunjukan pentingnya pengikatan akad 

wakalah dengan adanya bukti tertulis, sehingga akad akan jelas dan 

berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI.  

Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal usaha di 

BMT Istiqomah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syari’ah. Hal 

ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat-syarat yang tidak sesuai 

dengan hukum Islam, diantaranya, berkaitan dengan obyek atau barang 

yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal usaha di BMT 

Istiqomah masih belum jelas hal ini karena proses transaksi beralih 

antara nasabah dengan supplier atau pemosok, sehingga 

memungkinkan nasabah apakah benar-benar membelanjakan dana 

pembiayaan tersebut untuk membelikan barang atau tidak. Selain itu 

adanya pengawasan yang kurang, diantaranya tidak adanya laporan 

hasil pembelian barang oleh nasabah.  
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2. Alasan BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan akad murabahah 

untuk pembiayaan modal usaha. 

Dalam pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha 

tentunya ada beberapa alasan BMT menggunakan akad tersebut yaitu, 

dikarenakan akad murabahah mudah diterapkan pada masyarakat dan pihak 

lembaga juga tidak terlalu diribetkan. Kemudian, masyarakat juga belum siap 

apabila ada akad semacam syirkah atau mudharabah. Dengan menggunakan 

akad jual beli, BMT terbebas dari unsur riba, BMT  juga tidak ada denda atau 

sejenisnya. BMT Istiqomah belum bisa menggunakan akad lain dikarenakan 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem syariah.  

Alasan lainnya yaitu, dalam dunia bisnis/ usaha pada zaman sekarang 

ini, sifat tidak jujur sudah tidak asing lagi kita jumpai, sehingga sifat seperti 

ini berlangsung secara terus-menerus di kalangan masyarakat kita yang 

kemudian menjadi sebuah budaya yang tidak baik. Hal ini terbukti Dalam 

pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah sering terjadi kasus 

kecurangan dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan dari hasil 

usahanya kepada BMT, dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan 

oleh nasabah diminimalkan dalam laporannya kepada BMT, sehingga BMT 

mendapatkan keuntungan yang sedikit.  

Dengan keadaan seperti ini BMT tentu akan mengalami kerugian, dan 

tentu saja BMT tidak mau rugi. Untuk menghindari ketidakjujuran dari 

nasabah maka BMT menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan modal 
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usaha nasabah, karena dalam transaksi murabahah nasabah tidak diharuskan 

untuk membuat laporan tentang hasil usahanya kepada BMT setiap bulannya. 

Dalam hal ini BMT harusnya lebih konsisten dan hati-hati dalam 

melakukan pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, BMT harus 

melakukan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan, yakni hanya 

dalam transaksi jual-beli. Sedangkan untuk pembiayaaan modal usaha, bank 

hendaknya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Jika 

solusi ini diterapkan maka produk-produk akad pembiayaan dari bank 

tidak hanya di dominasi oleh akad murabahah, tetapi akan terlaksana 

secara keseluruhan. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam aspek 

peningkatan fungsi pendapatan BMT Istiqomah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Syafi’i yang mengatakan bahwa 

murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal usaha. Akad 

mudharabah lebih sesuai karena mengingat prinsip mudharabah memiliki 

fleksisbilitas yang sangat tinggi.83 
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